
 

  
 

 
 

 
GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN  GUBERNUR  BALI 

 

NOMOR 43 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BALI, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23         

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan 
Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat 
Daerah Tahun 2018-2023; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 
 

 SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 6398); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008             
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4871); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 2  Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)    
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia        
Tahun 2011 Nomor 310); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80          
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

 

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Proivinsi Bali Nomor 3); 
 

  

     MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH              

TAHUN     2018-2023. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta 

Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 yang selanjutnya 
disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
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8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 

Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang selanjutnya 
disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah. 
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang 

selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 
11. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah 
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan 

penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan 
ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 
 
 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

SEMESTA BERENCANA PROVINSI TAHUN 2005-2025 DAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

SEMESTA BERENCANA PROVINSI TAHUN 2018-2023 
 

Pasal 2 

 
(1) RPJPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, 

misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan 
daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. 
(2) RPJMD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan 
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan 

lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD 
Semesta Berencana, RTRW dan RPJMN. 

 

 
BAB III 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 

Pasal 3 
 

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari : 

a. Renstra Perangkat Daerah; dan 
b. Renja Perangkat Daerah. 

 
 

jdih.baliprov.go.id


  jdih.baliprov.go.id 

 

Pasal 4 
 

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a merupakan dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode tahun 2018-2023. 
(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan 
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman 

kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif 
(3) Susunan dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri 

dari: 
a. pendahuluan; 

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 
c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah; 
d. tujuan dan sasaran; 

e. strategi dan arah kebijakan; 
f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; 

g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan 
h. penutup. 

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagai 
pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun 
Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan 

penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana. 
 

 
Pasal 5 

 
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD 
Semesta Berencana. 

 
 

Pasal 6 

 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Bali melakukan verifikasi untuk 
menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, 

dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat 
Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD 
Semesta Berencana. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
          

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 23 Oktober 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 ttd 
 

              DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 43  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 23 Oktober 2019 
 

GUBERNUR  BALI, 

       
 ttd 

 
WAYAN KOSTER 
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LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
NOMOR 43 TAHUN 2019  

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEMESTA 

BERENCANA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2018-2023 

 
 
Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 : 

1. Renstra Inspektorat Provinsi Bali. 
2. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali. 

3. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Bali. 
5. Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali. 
6. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 

7. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. 
8. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 

9. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. 
10. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 

11. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. 
12. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Bali. 
13. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 

14. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     
Provinsi Bali. 

15. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan        
Provinsi Bali. 

16. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali. 
17. Renstra Dinas Sosial Provinsi Bali. 
18. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Bali. 
19. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.  

20. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. 
21. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. 

22. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. 
23. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali. 
24. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. 

25. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. 
26. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. 

27. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali. 
28. Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 

29. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 
30. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 
31. Renstra Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Provinsi Bali. 

32. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali. 
33. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. 

34. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 
35. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. 

36. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. 
 

GUBERNUR BALI, 

 
 ttd 

 
WAYAN KOSTER 

jdih.baliprov.go.id


  jdih.baliprov.go.id 

 

 
 

 
    

jdih.baliprov.go.id



